
BUPATI BENGKAYANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR IO3 TAHUN 202 1  

TENTANG 

KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAMAAN PERS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menunjang program penycbarluasan 
informasi kcgiatan penyclcnggaraan pcmerintah, pembangunan 
dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemcrintah Kabupaten Bengkayang, perlu diadakan 

kerjasama dcngan Perusahaan Pers; 
b. bahwa untuk terlaksananya efektifitas kerjasama sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan persyaratan kerjasama 

Perusahaan Pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers; 

Mengingat I .  Undang-Undang Nomor 1 O  Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);  

2 .  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 9  Tahun 2 0 1 6  tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 2 5 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 6 I ,  Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846) ;  
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5. U n d n n g- U n d a n g  Nomor 233 T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g  Pemerint ahnn 
Dacrah ( L e m b a ra n  Negara R e p u b l i k  I n d o n r s i n  T a h u n  2 0 1 4  N o r o r  
2 4 4 ,  Tambahnn Lembaran Ncara R c p u b l i k  I n d o n e s i a  lornor 5587) 
scbagaimana t e l ah  d i u ba h  bcberapn k a l i ,  t e r a k h i r  drengan Undang  
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 T e n t a n g  C i p t a  Kerin (Lrmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik  Indones ia  Nomor 6 5 7 33 ) ,  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1  Tahun  2 0 1 0  t e n t a n g  P e l a k s n n n n r u  

Undan g -Undang  1 4  Tahun 2008 t e n t a n g  K c t c r b u k a a n  Informasi 
Publ ik (Lcmbaran Negara R e p u b l i k  I n d o n c s i a  Tahun 2 0 1 0  Nomor 

00, Tambahan Lcmbaran Negara R e p u b l i k  I n d o n e s i a  lomor 5 1 4 9 ) ;  
7. Peraturan P e m e r i n t a h  Nomor 28 Tahun 2 0 1 8  t e n ta n g  K r rj a s a ma  

Dacrah (Lembaran Negara R c p u b l i k  Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara R e p u b l i k  I n d o n e s i a  Nomor 621); 
8. Peratur a n Prcsiden Nomor 1 6  Tahun 2 0 1 8  t e n ta n g  Pengadaan 

Barang/Jasa Pemcrintah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik I n d o n e s i a  
Tahun 2 0 1 8  Nomor 33) scbagairnana tclah diubah dcngan 
Peraturan Presiden Nomor 1 2  Tahun 202 1  tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun 2 0 1 8  tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2 0 2 1  Nomor 63); 
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Petunjuk Teknis Tata Cara Kcrjasama Dacrah; 
1 0 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Pembinaan dan Pcngawasan Kcrjasama Dacrah; 

I I .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 55 Tahun 2 0 1 1  tcntang Pedoman Umum 

Hubungan Media di Lingkungan Instansi Media (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 337); 

1 2 .  Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah scbagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2 0  Tahun 2 0 1 8  

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2 0 1 5  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah); 

1 3 .  Peraturan Dacrah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 6  t e n tan g  Pembenrukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran 

Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 1 ,  Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayung Nomor I I )  sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1  Tahun 2 0 1 9  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor I 1  Tahun 2 0 1 6  
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten 
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2 0 1 9  Nomor I ,  Tambahan Lmbaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Nomor I ) ;  

1 4 .  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2 0 1 7  tcnung Penyelengguaraan 
Pelayanan Publik (Lembaran Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2 0 1 7  Nomor 2); 
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15. Peraturan Bupati Nomor 4 1  Tahun 2 0 1 6  Tentang S truktur  
Organisasi dan Tata Kcrja D inas  Korunikasi dan I n f o rm a t i k a  

Kabupaten Bengkayang (Derita Dacrah Kabupatcn Bengkayang 
Tahun 2 0 1 6  Nomor A l )  sebagaimana tclah diubah dcngan 
Peraturan Bupat i  Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 9  Tcntang Pcrubahan Atas 
Peraturan Bupat Nomor 4 1  Tahun 2 0 1 6  Tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi  dan Informatika 
Knbupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang 
Tahun 2 0 1 9  Nomor 1 8 ) .  

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN :  

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KERJASAMA 
PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang. 
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala perangkat daerah yang bertangeung]lawab 

terhadap anggaran di unit  kerjanya. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. 
8. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang 

meliputi usaha Pers cetak, media elektronik, media onlinedan kantor berita, 
scrta perusahaan pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, 
menyiarkan atau menyalurkan informasi. 

9. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi  karena ikatan formal 
antara Pemerintah Daerah dcngan Lembaga/Perusahaan media massa untuk 
bersama-sama melakukun kegiatan guna mencapai cfisiensi dan efektiftas yang 
saling menguntungkan. 

10.  Media Cctak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara 
bcrkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyarutan Undang-Undang 
Pers. 
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Media Si b c r  ntt Media Darn (Onl ine )  yang selanjutnya disebut  Media Siber  

adlah bentuk media m a s s  yang menggunnkan wahann i n t e rn e t  dalnm 
z:el ksannknn kegatan i urnalistk, scrta d e n g a n  badnn  hukum yang memenuhi  

- niang-Und ng Pe:s 
. bntuk berita yang d i s a j i k a n  dengan gaya bahasa j urna l i s t i k ,  

kb:uses dan mendalam terhadap suatu pe r i s t i w a ,  serta disaj ikan 

sec a pesuasif kepad publtk melali media mass 
dalah suatu pesnn yang dissampaikan kepada masyarakat luas 

.  .  

- 
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foto adalah inf:masi kegiatan penyelcngarann pemerintah ,  
prrnbangnan dan playanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Dacrah 
"-aenntah Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan Perusahaan Pers da lam 
benrui kup:lan foto bescrta keterangannya. 

Tkan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik 
tenang g a g «san  acana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan 
s:kap atau prilak pub'ik. 
Ranking dalah urutan penilaian terhadap pcringkat bcsaran angka yang 

diperolh untuk penetapan besaran nilai yang ditcntukan berdasarkan Kriteria 
Po.n 
Pon adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau 
prnrtapan ranckng 

Surat p s n an  adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada 
Prnprnan Perusahaan Pers untuk mencrbitkan Advertorial ,  Guleri Foto, 
Pengumuman, Ikian Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan 
nformas: larnrya 

1 9.  Bukt Fsik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan 
pembayaran atas kescpakatan kenjasama yang dilakukan. 

20. D e w a n  Pers adalah Lmbaga Independen y a n g  berfungsi u n t u k  
mnengembangkan dan relindungi kchidupan Pers. 

2 I .  Tm Venfias adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk 
relakukan prmrnksaan tentang kebenaran kelengkapan pcrsyaratan 
kerasamne media. 

Pasual 2 

M s u d  dtetapkan Peraturan Bupat ini  adalah sebagmi p e d o m a n  s t n n d n r  

p<lassnaan Ker.same Perangkat Dacrah dengan Perusahaan Pers da lum 
penyebariuasan informasi kegiatan penye l cngaraan Pemennta han,  pembangunan 
dan pe l v a n a n  masyarakat yang dtlaksanakan. 

Pa±a! 3 

T u ; u an  d:trtapkan Peraruran Bupat ini adalah a g a r  trjalin k c r j a s a r n a  yang s ahn 
r:cg.tungan antara Perangkat Dacr ah  den gan P e ru s a h a a n  Pers d a l m n  
r . g j  _ r l ; g e n  g g f r gn s  k g i t r  ·]  p,  ;  
- + · - + i i - <i i  i i i & F i .  d i ;  pcnyeiengaraan 'c I n r r n t a h a n I ,  p c I u b a n g t u r a r t  
az: prelayanan masyrakat y a n g  diiaksanakan 
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Pasal 4 

Ruang lingkup peraturan Bupati ini m e l i p u ti '  

a. Persyaratan dan Kualifikasi;  

b. Mckanisme crasama; 

c.  Kcrjasama Kcmitraan Publikasi Media; 

d .  Tim Verifikas:. 
c. Vanabel dan lai Kriteria Poin; 

f. Harga Publ ikasi  Informasi ;  

g Harga Pcngumuman d n  Iklan Layanan Masyarakat; 

h. Kewaj iban Perusahaan Pers; 

i .  Surber Pembiayaan; 

j .  Tata Cara Pembiayaan; 
k. Pembinaan dan Pengawasan dan 

I. Ketentuan Lain- lain.  

BAB II 

PERSYARATAN DAN KLALIFIS! 

Pasal 5 

( )  Setap Perusahaan Pers dapat melakukankrzjasamna drnzan Peragka:Daerah 

(2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  harus mezrn: 

persyaratan. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayar(2) ,  adalah: 

a. berbadan hukum Indonesia: dan 

b. verifikasi di Dewan Pers, minimal terdaftar szcara ad-in.stasi 

BAB III 

MEKANIS!ME KERJASAM.A 

Pasalo 

kenjasama wajib megajukan 

Darrah dengan melrnpirkn 
(l J Perusahaan Pers yang akan relakukan 

permohonan kepada Kepala Perangkat 

prcrsyaratan yang tclah ditcntukan. 

(2) Permohonan dan pcrsyaratan yang dilarmpirkan pada saat mengaukan 

permaohonan scbagairana dimaksud pada ayat ( l ) ,  yaitu berupa. 

a. surat Permohonan Kcrjasara Publikasi, 

b. proposal; 

c. kelcngkapan/dokumen administrasi pcrusahann (hardcopy dan softcopy}; 

dan 

d .  profi! perusahaan (hardcopy dan softcopy) 

5 

Dipindai dengan CamScanner 



() P e r u s a h a a n  Pe rs  s c b g n i m n n n  d i m a k d  paln y a t  ( l J ,  

m c n y a m p a i k a n  p e r m o h o n a n  aknn d i l a k u k n n  v r r i f i k a s  oh h  t r  rriikn  
K h u s  bami P e r u s n h a n n  Pers s h e r ,  s wlin prrsyrntun « dan u h : u s  

akan dilakukmn v e r ifikas i  s e c a r n  be r yen jn ng da r t  « d n [ t a r  i a m  
t e r c a n t u m  d n l a m  L a m p i r a n  XI  y a n  m c r u p a k n n  bapin tilnk t r r p i t a  •  

BAB IV 
K E R , J A S A M A  K E M I T R AA N  P U B L I K A S I  M E D I /  

Bagian Kcsatu 

Kerjasama 

·r 

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyclenggaraan Pcmcrintahan, prmbangunan 
dan pelayanan masyarakat y a n g  d i l a k s a n a k a n  dalarn krrjasama Perangat Darrah. 

dan Perusahaan Pers, dapat  dilakukan m e l a l ui :  

a. advertorial; 

b. galeri foto; 
c. pengumuman; dan/atau 
d. iklan layanan Masyarakat. 

Bagian Kedua 

Advetorial 

Pasal8 

( I )  Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  hurufa, teanya ditentukan 

oleh Perangkat Dacrah. 
(2) Tera scbagairana dimaksud pada ayat ( I ) ,  disarnpaikan ke Perusahaan Pers 

dan dipublikasikan di  media yang diterbitkannya 

(3) Advertorial yang dipublikasikan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  hars 

mendapat persctujuan terlebih dahulu dari Kcpala Perangkat Daerah 

(4) Karakter atau kata dalam advertorial ya ng dipublikasikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 1 .000 (seribu) karakter atau 

kata. 

(5) Jumlah karakter atau kata dalam udvtonal s c b a g a i m a n a  dimaksud pada ayat 

(),  dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Perangkat Dacrah 

(6) Advertorial yang dipersiupkan Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pads 

ayat (5), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dan Kepala 

Perangkat Daerah/Pcjabat Pengadaan. 
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( l )  Foto beserta k e t c r a n ga n n s a  u n t u k  G u r r  

Pasal 7 huruf b, pkan oleh 
() J u m l a h  foto s c b x  na d i r k  

untuk setiap Galen Foto yang  

(3) Publikast  Galeri Foto s c b a ga i m » a  

d r p u b l k a s i k a n  jikn ada Surat e 

Pengada an  

( 1 )  Mateni pengumuman sebagaima.na  

dipcrsiapkan olch P e r an gk a t  D a r r a h  
(2) Pengumuman scbagaimana dira' :d 

jika ada Surat Pesanan dan cpala P r r an  

Pasa] 1 1  

( I )  Bahan Iklan Layanan Masyarakar scbagaimana dim ksud dlam Pas 7 hurf 

d, dipersiapkan olch Perangkat Darrah atau Prusha Pe.s 

(2) Bahan lklan Layanan Masyarakat dipersipkan Prrsah Pers sbag;inane 

dimaksud pada ayat ( l ) ,  harus mendapat persetuuan tzrbh dahuh di 

Kcpala Perangkat Daerah scblum dipubliks. .n 

(3) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaxsud pad ayat [ 2 ,  baru dept 

dipublikasikan jika ada Surat Pesanan d i  Kpala Pe:ngk t Darrah Pe;abat 

Pengadaan. 

BAB V 

TIM VERIFI±AST 

Pasal 1 2  

( I )  Dalam rangka kerjasama Perangkat daerah dengan Persahaan Pe:s dibentu;k 
Tim Verifikasi. 
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(2) Tim verifikasi scbaramana dimnksud pada ayat ( l )  d i b e n t u k  olch m a a n  
masing Perangkat Daerah,  di t r t apkan o l r h  masing-  masing K r p a l a  Pe  ·angat 

Daerah dan d i k o o r d i n a s i k a n  dengan Dinas 
(3) Tim verifikasi scbagaimana dimaksud pada a y a t  (2)  bcrjumlah g a n j i l ,  trrdir: d a r i  

Ketua, wakil Ketua,  Sckrctaris dan Anggota .  
(4 )  Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada a y a t  ( I ) ,  adalah:  

a. melakukan verifikasi terhadap pcrsyaratan dan kualifikasi trknis bcrkas 
pemohon kerjasamn duani Perusahaan Pers; 

b. menetupkan Perusahuan Pers yang da p a t  melakukan kerja s a r n a  

berdasarkan hasi l  inventarisir  pcrsyaratan scbagaimana di m a k s u d  pada 
huruf a; 

c.  melakukan uji pctik kescsuaian pcrsyaratan d a ri  Perusahaan Pers yang 

mengajukan permohonan kerja sama jikn dipcrlukan; dan 
d. menentukan kritenia poin perusahann  per. 

BAB VI 

VARIABEL DAN YILAI KRITE'- POIN 

Bagian K .t u  

Perusahaan Per C tak Hanan 

Pasal 1 3  

( 1 )  Variabclyangdigunakan untk Perusahaan Pers cetakyang terbithaian, terdiri 
dari; 
a. verifkasi Dewan Pers; 
b. ukuran dan jumlah halaman setiap terbt; 

c. usia media berdasarkan tahun pertama ter:t, 

d. jumlah Oplah setiap kali terbit; 
e. kepemilikan mesin cetak; 
f. halaman khusus Kabupaten; 
g. warna halaman khusus Kabupaten; 
h. kantor biro di Kabupaten; 
i. status kantor biro; 
J .  jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten; 
k. status media di Serikat Penerbitan Surat Kabr; 

I .  jumlah hari terbit d a l a m  seminggu, 
m. uji Kompetensi Wartawan; 
n. jangkauan distribusi media sc-Kalimantan Barat; dan 

o. jangkauan distribusi media se-Kabupaten. 

(2) Variabel-variabel scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  diberi poin dan 
dijumlahkan untuk mcnentukan total nilai knitenia poin. 

(3) Poin pcrusahaan pers cetak hanan untuk masing-masing vanabe! sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l ) ,  scbagaimana tercantum dalum Lampiran I  yang 
mncrupakan bagian tak terpisahkan dani Peraturan Bupat ini 
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Bagian Kcdua 

Perusahaan Pers Cetak Ming@uan 

Pasal 1 4  

( l )  Variabel yang digunakan u n t u k  Perusahaan Pers Cctak yang tcrbit mingruan,  

terdiri dari; 

a. Verifikasi Dewan Pers; 

b. Ukuran dan jumlah halaman sct iap tcrbit ;  

c. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit ;  

d. Jumlah oplah sctiap kali tcrbit; 

c. Kcpemilikan mesin cctak; 

f. Halaman k h u s u s  Kabupatcn Bcngkayang; 

g. Warna halaman khusus Kabupaten Bengkayang; 

h .  Kantor biro di Kabupaten Bcngkayang; 

i .  Status kantor biro di Kabupaten Bengkayang; 

j .  Jumlah wartawan yang bcrtugas di  Kabupaten Bengkayang; 

k. Status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar; 

I .  Jumlah hari tcrbit dalam seminggu; 

m. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang; 

n. Jangkauan distribusi media se-Kalimantan Barat; dan 

o. Jangkauan distribusi media sc-Kabupaten Bengkayang. 

(2) Variabel-variabel scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  diberi poin dan 

dijumlahkan untuk menentukan total nilai kniteria poin. 

(3) Poin untuk masing-masing variabel scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  

scbagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Perusahaan Pers Media Online 

Pasal 1 5  

( I )  Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers media Onl ine ,  terdiri d ari :  

a. Verifikasi Dewan Pers; 

b.  Rangking alexa Indonesia; 

c. Rangking alexa lokal; 

d.  Jumlah visitor atau pengunjung; 

e. Page view; 

f. Usia website; 

E. Halarnan khusus kabupaten Bengkayang; 

h .  Kantor biro di Kabupaten Bengkayang; 

i .  Status Kantor biro di Kabupatcn Bcngkayang; 

J .  Jumlah wartawan yang bertugas d i  Kabupaten Bengkayang; 

k. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupatcn Bengkayang, 

I .  Update berita umurn; 

m. Update berita Kabupaten Bcngkayang; 

(J 
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(2) Variabcl-variabel  scbagaimann dimaksud pada nyat  ( I ) ,  d iberi  poin dan 
dijumlahkan untuk mcncntukan total ni la i  kriteria poim 

(3) Poin u n t u k  m a s i n g - m a s i n g  variabel scbagaimana d irmaksud padn ayat  (  ) 

scbagaimana tercantum dalam Lampiran I I I  yang merupnkan bagin tak  
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati in i .  

Bagian Kcmpat 
Perusahaan Pers Elcktronik un tuk Telcvisi 

Pasal 1 6  

( 1 )  Variabel yang digunakan un tuk pcrusahaan Pers Elektronik telcvisi , tcrdiri dari: 
a .  verifikasi dcwan Pers; 
b. izin penyclenggaraan siaran; 
c. usia tc levisi ;  
d. informasi khusus Pcmcrintah Kabupaten Bcngkayang; 

e .  jumlah wartawan atau rcporter; 
f. uji kompetcnsi  wartawan/reporter; 

g. program bcrita; 
h.  berita khusus tentang kabupatcn;  

i. jangkauan siaran. 
(2) Variabcl-variabcl sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  diberi poin dan 

dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin. 
(3) Poin untuk perusahaan pers clektronik televisi untuk masing-masing variabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Perusahaan Pers Elektronik Radio 

Pasal 1 7  

( 1 )  Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers clektronik radio, terdiri dari: 
a. verifikasi dewan pers; 
b. 

C. 

d. 

C. 

f. 

g. 
h. 
l. 

j .  
k .  

1. 

izin penyiaran; 
izin stasiun radio ( ISR);  
streaming radio on l ine;  
jangkauan frekuensi; 
usia radio; 
informasi khusus Pemerintah Kabupaten; 
jumlah wartawan atau reporter; 
uji kompetensi wartawan/rcporter; 
program bcrita dalam schari: 

'  update berita umum; 
update berita khusus tentang Kabupaten; 

I (  

Dipindai dengan CamScanner 



(. )  Varinbel-varinbcl scbagaimana dimaksud padn ayat ( 1 ) ,  dibcri poin dan 

dijumlahkan untuk mcnentuknn total n i la i  kr i t cria  po in .  
(3) Poin perusahaan pcrs clcktronik radio untuk masing-masig vnr in becl  

sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  scbagaimana tercnnturm dalam Lampiran 

V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pcraturan Bupat i  in i .  

BAB VII 

HARGA PUBLIKASI INFORMASI 

Bagian Kesatu 
Media Cctak Harian dan Mingguan 

Pasal 1 8  

( I )  Harga publikasi informasi untuk Advertorial dan Galeri Foto setiap kali 
penerbitan dihi tung atau ditentukan bcrdasarkan rentang jumlah nilai kriteria 

poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers. 

(2) Untuk media cctak harian dan mingguan, harga publikasi scbagaimana 

dimaksud pada ayat ( l ) ,  juga dihitung atau tentukan bcrdasarkan halaman 

terbit. 

(3) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l ) ,  tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Media Online 

Pasal 19  

( I )  Harga publikasi informasi untuk Advertorial di media online sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Harga Publikasi informasi untuk Galeri Foto di media online sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIII  yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Televisi 

Pasal 20 

( l )  Advertorial di televisi minimal berdurasi 1 0  mcnit. 
(2) Advertorial scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  harus dilcngkapi minimal 2 

(dua) insert sound kepala daerah atau pcjabat yang berwenang yang di-upload 
di youtubc. 
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(3) Di -upload di  youtube scbagaimana dimaksud pada ayat  ( 2 ) ,  a d a l a h  hasi l  
mcrckam video dibagikan mclalui  mcd in  sosinl 

(4) Harga publikasi informasi  untuk Advertorial di tclcvisi  u n t u k  durasi  I O  r e : i t  

sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran IX yang mcrupakan baian ta 

tcrpisahkan dari Peraturan Bupati i n i .  

Bagian Kccmpat 
Radio 

Pasal 2 1  

(  
(2) 

(3) 

()  

Advertorial di radio minimal bcrdurasi 5 (lima) mcnit .  
Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  harus dilcngkapi minimal 2 
(dua) insert sound Bupat i  atau pcjabat yang berwcnang yang di-upload di  
souncloud. 
Di-upload di soundcloud scbagaimana d imaksud pada ayat (2), adalah apliasi 
untuk mcrekam suara dcngan pcrangkat android dan dibagikan melalui media 
sosial. 
Harga publikasi informasi untuk Advertorial di radio untuk durasi 5(lima)  menit  
scbagaimana tercantum dalam Lampiran X yang mcrupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABVUI 
HARGA PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYAPRAKAT 

Pasal 22 

( I )  Harga publikasi informasi dalam bentuk Pengumuman dan Iklan Layanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dun huruf d, atau yang dalam 
bentuk lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupat ini mengikuti ketentuan 
yang berlaku di Perusahaan Pers. 

(2) Tata cara dan proses pembayaran harga publikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) ,  mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan 
Pemerintah. 

BAB IX 
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS 

Pasal 23 

( I )  Kewajiban Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dengan Perangkat 
Daerah adalah menyediakan halaman khusus untuk dacrah di media yang 
diterbitkan. 

(2) Halaman khusus scbagaimana pada ayat ( I ) ,  berisi tcntang Derita atau informasi 
kcgiatan penyelenggaraan Pemcrintahan, pembangunan dan pelayanan 
mnasyarakat yang dilaksanakan Pererintah Daerah, perangkat Daerah,  
dan/atu masyarakat Kabupaten Bengkayang. 
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(3) Berita atau i n f o rm a s i  scbagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ,  disa j ikan harus 
scsuai dengan peraturan pcrundang-undangan dan kodc c t i k  wartnwan 
Indonesia. 

BAB X 

SUMBER PEMBIAYAAN 

Pasal 24 

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Dacrah dengan Perusahaan Pers 
bersumber dari Anggaran Pendapatan Bclanja Dacrah melalui anggaran di masing 
masing Perangkat Dacrah. 

BAB XI 

TATACARA PEMBAYARAN 

Pasal 25 

( I )  Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Pcrangkat Dacrah atas biaya 
publ ikasi  informasi di lakukan mclalui transfer kc perusahaan pers yang sah. 

(2) Pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  dilakukan paling lambat I 

(satu) bulan setclah permohonan pcmbayaran dari pcrusahaan pers kepada 
Kcpala Pcrangkat Dacrah. 

{3) Pennohonan pembayaran dari perusahaan pers kepada Kepala Perangkat 
Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (2),  dengan melampirkan bukti fisik 

penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers. 
(4) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  setelah dilakukan 

pemotongan pajak scsuai ketcntuan pcraturan perundang-undangan .  

BAB XII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 

Kepala Dinas melakukan Pembinuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kegiatan Kerjasama Publikasi M e d i a  Massa. 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 27 

Pcnganggaran kegiatan kerjasama publikasi Media M a s s a  i n i  d i l a k u ka n  berdasuarkan 
p ri n s i p  c fi s i c n s i ,  efektifitas dan transparansi berdasarkan kemampuan keuangan 
d a c r a h .  
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ersvaratan kualifikasi dan t ekn ts  m e d i a ,  f t  m t  l o r m m l i t  i n  m e « l a  v r t k  t o t  

surat permohonan lembnga perusn hunn m e r l i n  e r t n k ,  l o r n n t  s u r n t  p e  o h  

lembaga/perusahaan media s i ber ,  format surat  p e r m a t n u n  p e r u s n l n n ,  f o r m a t  surt 

perjanian kerjasama kemitrann media, format b e r i t n  a c n r n  v e r i l i k n s a  d n n  f o r m t  

dokumen surat  pcrtanggungawaban s c b n g a i m n n a  t e r v a n t u r m  dalm L a t p w  X I  V I I  

yang merupakan baginn tidak terpisahkan dari  P e ra turan  B u p a t  i  

AI YI 

ETENTUAN PFNUTUP 

Pa·al 9 

Pada saat Peraturan Bupati  in i  berlaku, maka seluruh b e n t u k  ke r ja s ama p e r a u k a t  

dacrah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan p e r u s h a n n  p e r »  d i l a l n l a n  

berdasarkan ketcntuan Peraturan Bupat in i .  

Pasul 330 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal di undangknu. 

Agar sctiap orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan P e r a t u r a  

Bupati ini dcngan pcnempatannya dalam Beritn Daerah Kabupaten Be ngknvany 

Dite tapkan d i  Bengkayany 
pada tanggal a9 D e u r » or  

BUP/\T�rKAYANG, 
< SEBASTIANUS DAR\WIS 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal 29 pedocr 2 0 2 1 .  

SEKRETARIS DAERAH J(P,.?��;;4£� ENGKAYANG, 
. a l %  

•• 1- · . l ' ·  
r d  

OBAJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG T A H U N  2 0 2 1  N O M O R .  J o 3  
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